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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik

dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan dan

Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan

Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

www.peraturan.go.id



2016, No. 355 -2-

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4995);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 5178);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 41);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 1191);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada

Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

556);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014

tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan
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Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1053 Nomor

2014);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. 05/2014

tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

200);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun

2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan

Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Perhubungan PM 80 Tahun 2014 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 tentang Tata

Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di

Lingkungan Departemen Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1916);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.
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2. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya

disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah

Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

3. PNBP Fungsional adalah Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah

dan dapat dipergunakan setelah mendapat ijin

persetujuan dari Kementerian Keuangan.

4. PNBP Umum adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang tidak dapat digunakan dan harus disetor ke Kas

Umum Negara.

5. PNBP Terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada

suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan

target dan pagu penggunaan PNBP yang diperkirakan

dalam satu tahun anggaran.

7. Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima

dalam satu tahun anggaran.

8. Pagu Penggunaan PNBP adalah perkiraan PNBP yang

akan digunakan dalam satu tahun anggaran.

9. Pagu Indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang

diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga.

10. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang

selanjutnya disebut Pagu Anggaran, adalah batas

tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada

Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

11. Optimalisasi rencana PNBP adalah perubahan target

danpagu penggunaan PNBP berdasarkan hasil

pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan

DPR.

12. Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang

selanjutnya disingkat Aplikasi TPNBP, adalah aplikasi

yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang

digunakan untuk penyusunan rencana PNBP.
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